
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1534, 2016 KEMENHUB. PNS dalam Jabatan. Pengangkatan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 128 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan objektivitas,

transparansi, perencanaan dan motivasi kerja Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan,

perlu diatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan

Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun

2012 tentang Pola Karier Pegawai Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 923);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun

2015 tentang Profil Kompetensi Individu di Lingkungan

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 747);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah

denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1012);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan

Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 63);

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun

1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah

Pelayaran;

13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12

Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan
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Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4193).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM

JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

(ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan adalah jabatan eselon I.a dan jabatan eselon I.b

setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan

eselon II.a dan jabatan eselon II.b setara dengan jabatan

pimpinan tinggi pratama, jabatan eselon III.a dan jabatan

eselon III.b setara dengan jabatan administrator, jabatan

eselon IV.a danjabatan eselon IV.b setara denganjabatan

pengawas, dan jabatan eselon V.a setara dengan jabatan

pelaksana.

3. Pengangkatan PNS dalam Jabatan yang selanjutnya

disebut Mutasi Jabatan adalah pemindahan PNS dalam

jabatan.

4. Pola Mutasi adalah sistem pemindahan PNS dalam

Jabatan yang dilakukan secara terencana dengan

memperhatikan ketentuan dan persyaratan sesuai

peraturan perundang-undangan dan kebutuhan

organisasi.
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5. Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan adalah

pemindahan PNS dalam jabatan dari jabatan fungsional

tertentu/ jabatan fungsional atau dari jabatan fungsional

umum/ jabatan pelaksana.

6. Perpindahan secara Vertikal yang selanjutnya disebut

Promosi adalah pemindahan PNS dalam jabatan dari

jabatan dengan tingkat yang lebih rendah ke jabatan

dengan tingkat yang lebih tinggi.

7. Perpindahan secara Horizontal yang selanjutnya disebut

Rotasi adalah pemindahan PNS dalam jabatan dengan

tingkat yang sama.

8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang

selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang

mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada

Menteri Perhubungan mengenai pengangkatan,

pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan di

lingkungan Kementerian Perhubungan.

9. Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai PNS

pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran

kerja pegawai dan perilaku kerja.

10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang

dimiliki oleh PNS mencakup pengetahuan, keterampilan,

dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan

tugas jabatannya secara professional, efektif dan efisien.

11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan

kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan.

12. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri

Perhubungan berdasarkan pengetahuan, pengalaman,

kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan netralitas

untuk menjalankan tugas pada semua proses seleksi

pengisian jabatan eselon I.a/ jabatan eselon I.b setara

dengan jabatan pimpinan tinggi madya dan/ atau

jabatan eselon II.a/ jabatan eselon II.b setara dengan

jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan

Kementerian Perhubungan.
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